
 

 

 
 

BUPATI SIDOARJO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  

NOMOR 124 TAHUN 2022 

 

TENTANG  

 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI SIDOARJO, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keandalan dan relevansi 

laporan keuangan serta dapat dibandingkan antar periode 

dan antar entitas, diperlukan pedoman berupa kebijakan 

akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan entitas 

akuntasi dan entitas pelaporan guna menerapkan sistem 

akuntansi pemerintah berbasis akrual; 

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2017 tentang 

Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2017 

tentang Kebijakan Akuntansi, sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan hukum dan kondisi saat ini, sehingga perlu 

diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Kebijakan Akuntansi; 

 

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah  Kabupaten di Djawa Timur (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 

dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12                  

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota 

Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 



 

 

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4 Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran  Negara  

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan  

Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 4502); 

8 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020                

Nomor 1781); 



 

 

12 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun  2022 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri D);  

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan 

rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

4. Bupati adalah Bupati Sidoarjo. 

5. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, 

pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian 

keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas 

hasilnya. 

6. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep 

dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi 

pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar 

Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, 

pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari 

pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 

7. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disebut 

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 

8. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, 

penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk 

mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai 

dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi 

Pemerintahan  Daerah. 

9. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, 

dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh 

Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk 

memenuhi kebutuhan pengguna laopran keuangan dalam 

rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan 

terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.  



 

 

10. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui 

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi 

dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau 

setara kas diterima atau dibayar. 

11. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria 

pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan 

akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi 

unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, 

pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan 

termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang 

bersangkutan. 

12. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk 

mengakui dan memasukkan setiap pos    dalam laporan 

keuangan. 

13. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna 

anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan 

akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk 

digabungkan pada entitas pelaporan. 

14. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari 

satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

15. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan 

keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan 

keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu 

entitas pelaporan tunggal. 

 

BAB II 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

 

Pasal 2 

Kebijakan akuntansi dibangun atas dasar Kerangka Konseptual 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada 

Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan. 

 

Pasal 3 

Kebijakan akuntansi mengatur penyajian laporan keuangan untuk 

tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan 

laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun 

antar entitas akuntansi. 

 

Pasal 4 

Kebijakan akuntansi digunakan sebagai dasar pengakuan, 

pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, 

pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan Laporan 

Operasional, dan beban, serta penyusunan laporan keuangan. 

 

Pasal 5 

Kebijakan Akuntansi tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri 

dari: 

a. Bab I : Pendahuluan; 

b. Bab II : Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi;  



 

 

c. Bab III : Kebijakan Akuntansi Pelaporan; 

d. Bab IV : Kebijakan Akuntansi Akun; dan 

e. Bab V : Bagan Akun Standar. 

 

BAB III  

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 

Nomor 88 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 88), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas  Peraturan Bupati             

Nomor 88 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019  Nomor 62), dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo. 

 

Ditetapkan di Sidoarjo 

pada tanggal 29 Desember 2022 

 

          BUPATI SIDOARJO, 

 

                     ttd 

 

          AHMAD MUHDLOR 

 

Diundangkan di Sidoarjo 

pada tanggal 29 Desember 2022 

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

     KABUPATEN SIDOARJO, 

 

             ttd 

 

     ANDJAR SURJADIANTO 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 124 

 

 

NOREG PERBUP : 124 Tahun 2022 
  



 

 

 


